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1. Undang-Undang ~l::rnor 9 Tahun 2003 tenta.1g Pembentukan Kabupafen Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dr-n Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Repubiii< i .. donesia Tahun 2003 Norncr 29. Tambahan Lerr.baran NE:gara Republik Indonesia 
Nomor 4272); 

2. Undang-Unc.ang Neiner 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nemer 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Unc1ang-Undang Nornor 1 Tahun 200.d tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republii< 
Indonesia Tahun 2C04 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Nega:-a Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Norr.or 15 Tahun 2004 te.ntang Pemerilcsaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-llnd,ng Nomor 25 Tat,un 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 }; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerir,tah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadl undang--undang (Lembanrn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemabaran Negara Repubmc 
Indonesia Namer 4548); 

Undang-Unc.ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara P.epub:ik Indonesia Tahun 2\104 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Neqara Re?ublik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembarnn Negara Republlk lndonesla Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
t.ernbaran N<'gara Republik Indonesia Nornor 4700); 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 trntang Penataan Ruang (Lt:mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4725); 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 terrtang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republlk 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 4}; 
0eraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertmbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575): 

Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republil: Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla 
Nomor 4577); 

Peraturan °emerintah Nomor SB Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tshun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4578); 

a. bahwa berdasarkao Pasat 26 ayal (2i Undanq-Undanq Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaz n Pernbarounan Nasional, daiarn rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
Pemerlntah Kabupaten Pakpak Bharat harus rnenyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPo:, 
sebagai satu kesatuao dalarn sistem perencanaan pembangunan nasional; 

b. bahwa berdasarxan rJ;;isal 22 ayat (2) Peraturc:n Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Carc. Penvusuoan. Pe;,g£'ndalian dan Evalua,;i Pelalcsanaan Peocana Pembangunan Daerah. 
Pemerintah Daerah menyusun rancanqan akhir RKPD berdasarkan hesil Musrenbang RKPD, 
dilengka~ dengari pendanaan yang rnenunjukkan prakiraan maju; 

c. bahwa berdasarkan pert,mbangan pada huruf a dan b di atas, pertu d:tetapkan Penturan Bupati 
Pakpak Bharat tentar,9 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 
2009. 

BUPATI PAKPAK BHARAT. 
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NOMOR 11 TAHUN 2008 
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:KPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2009, terdlri dari: 

r'asal 2 

•I, 

, •, Kabupaten Pakpak Bl' , · 
•, ngunan D,wrah Kabupate:, , 

.. 1an tugas dan fungsi pere / 

• ~rintah 

Saluan Kerja Perangkat Daerahyang solanjutnya di;;rh1.t. [;KPD adalah Unit Kerja i'ernerintah Daerah yang mempunyai tuqas 
mengelola angyaran dar. barang daerah. 
Rencana Pembangun,1n Jangka Menena:ih Oaerah yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2006-2010 adalah Dokumen 
Perencanaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk dokurnon peroncanaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk dokumen perencauaen 
jangka menengah, yang rne-nbertkan arah sekaliqus acuan bagi seluruh kornpo-ien pelaku pembangunan daerah dalam 
mewujudkan psmbanqunan daerah yang berkesin,mbL;igan. 
Rencana Pembar.gunan Tahunan Nasional yang setan.utnya disebut Rencana Ke- ja Pemerintah atau RKP adalah dokumen 
perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun. 
Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Ren<:ana Kerja pemerintah Daerah atau Ri<PD adalah dokumen 
perencanaan Pemerintah kabupaten pakpak Bharat untuk 1 (s.at:.J) tahun dari langgal 1 Januari sampal 31 Desemher 2009. 
Rencana Pemhangunan Tahunan Saluan Kerja Perar qkat Daerah yang setanjuv-v= rfisebut Rencana l<erja Saluan i'.erja 
Perangkat Daerah atau Ren;a-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja P-. , ·,..- t Daerali di lingkurgar. PP ·,. mtah 
Kabupaten Pakpak Bharat untuk periode 1 (satu) tahun. 

1. Satuan Kerja Perangkat Daeran yang selanjutnya disebut ~KPD adalah llnrt xena f· ·.· :Silt Daerah di llrigl<unga" 
Kabupaten Pakpak Btiarat yang mempunyai tug as mengelola anJgaran can barauq cae- .,, 
Badan Perencanaan pernbangunan Daerah adalah 13,Hian Perencanaan Pernbannunan C· · 
Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah adalan Kepala Badar. Perencanaan f•, 
Bharat sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertr.nggungjawab terhadap peln-x 
pembangunan di Katx:paten Pakpak Bharat. 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerat, selanjutnya disebut RKA SKJ '?h dokumen perencanaan dan 
penganggaran Pemerlntah Kahupaten Pal-:pak Bharat yang b srisi program dan keglatar. ~ ,. SKPD. serta pagu anggaran 
sementara dldasarkan ates Kebijakan Umum (KU) dan Priorrtas Plafon Anggaran Samentara 

ialam peraturan Bupati ini yan~ dimaksud dengan : 

Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 
Pemerintah Daerah adalah Bupati den Perangkat Daeran i;eb;igai penyelenggara Pemerintah Daerah; 
Bupati adalah Bupatl Pakpak Bharat; 
Wakil Bupati adalah Wao<il Bupati Pakpak Bharat: 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAi~ UMUM 

.- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPO) KABUPATEN 
i>AKPAK BHARAT TAHUN 2009 

~enetapkan 

MEMUTUSKAN: 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lerncaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tarnbahan 
Lemberan Negara Republ.k Indonesia Namer 4815); 

17. Peraturan Pemerintah Nemer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugRs Pembantuan 
(Ler.ibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Namer 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Namer 4816); 

18. Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4817); 

19. Peraturan Presiden Namer 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2004-20!.Y.l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 11); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah jo. Peraturan Menteri Oalam Negeri Namer 59 Tahnn '2007 tentanq Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabuoaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana pembangunan 
Jangka Menengah Tahun 2006-~10 (Lembaran Daerah Kabupate:n Pakpak Bharat Tahun 2006 
Nomor 2). 

1 ,. o. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pambagian Urusan Pemerintahan antara 
Parnenrrtah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orqanlsasl Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahur. 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 47 41 ); 
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GANUI WARTHA MANIK 

dto. 

Oluda'ngkan di Salak 
p:;da t::i,19~al 7 Agustus 2000 
SEKRETARIS OA.ERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 

H. MAKMUR BERASA 

dto. 

Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 6 Agustus 2008 

BUPATI PAKPAK BHARAT, I 

\ 
I 
I 

Per.1turan Bupati ini mulai bertakv pada tanggal diundangkan. 

Aga1 setiap orang mengetahuinya, memerinlah!:an pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten pakpak bharat. 

Pasal 7 

BAB II 

KETF:NTUAN PE~UTUP 

Pa~al6 

Kepala Bappe<la menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kabupaten pakpak Bharat tahun 2009. 

Uraian lebih lanjut mengenai Dokurnen Hencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPD) sebagaimana tercantum datam lampiran yang 
merupakan baglan yang tidak terpls ahkan dari ?eraluran Bupati lni. 

Pasal5 

Pasal 4 
(1) Oalam rangka pengendalidn pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala SKPD melakukan pemantauan. 

(2) Kepala Sadan Perencanaan Perrbangunan (Jaerah menghlmpun dan menqanallsls hasil perrantauan pelaksanaan renc 
pembangunan dari mas,ng-masing SKPD. 

(3) Kepala SKPD melakukan evatuasi kinerja pelaksariaan tahur, sebelumnya. 

(4) Kepala Badan °erencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasl Ke] 
SKPD. 

(5) Hasil evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahun bagi penyusunan RKPD tahun 2010. 

(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan caerah antar wilayah, antar sektor ~m!,angunan 
antar tingkat pemcrintahan, serta m':!wujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 

(4) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi ::;ebagai pedoman dalarn rangka penyusunan KU-APBD, r 
dan RAP BO tahun 2009. 

(1) RKPO Tahun 2009 adalah l!.Jkumen Perencanaan Daer ah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai dar; ta 
1 januari sampai li!nggal :: 1 ,)(:Sember 2009. 

(2) RKPD tahun 200S sebaqaimam dimaksud pad a ay~t (i ), merupaken penjaba,an dari Rencane Pembangunan jang~a Ment 
(RPJM) Tahun 2006-2010 can mengacu pada RKP yang memuat isu strateq's pembangunan berdasarkan hasil evaluasi : 
sebelumnya. kerangka ekonl'mi daerah.priorttas µrogram dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber 
APuN/PHLN, APBD dan dana tainrwa. baik yang c1ilaksanakanlangsung oleh Pemerintah Oaerah maupun yang ditempuh de 
mendorong partis.pasi rnasyaral-at . 

Pasal 3 
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